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ABSTRAK 
 

Berbicara mengenai sanksi pemutusan akses yang diterapkan oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai sanksi terhadap 
Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar, diharapkan menjadi 
sesuatu yang tidak merugikan masyarakat pengguna sistem elektronik.  
Penyelenggara Sistem Elektronik diartikan sebagai pemanfaatan Sistem Elektronik 
oleh penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha dan/atau masyarakat . Apabila 
memang ada pihak-pihak yang terugikan, hal tersebut tidak lepas dari tanggung 
jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal 
ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah membuat peraturan terkait 
dengan Penyelenggara Sistem Elektronik. Tanggung jawab pemerintah terhadap 
kerugian masyarakat pengguna sistem elektronik sangat penting, terutama yang 
mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang yang bekerja di sektor digital 
akibat sanksi pemutusan akses yang diterapkan pada PSE yang tidak mendaftar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala dan keberatan PSE 
dalam sistem pendaftaran yang berakhir mempersulit PSE untuk mendaftar, dan 
untuk mengetahui apakah penerapan sanksi berupa pemutusan akses terhadap PSE 
yang tidak mendaftar sudah menjadi pilihan yang tepat atau belum. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder, dan wawancara sebagai tambahan. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kendala dari pendaftaran PSE 
merupakan karena adanya Pasal 36 ayat (5) dalam PM Kominfo No. 5 Tahun 2020 
yang mengharuskan memberi akses orientasi seksual yang dinilai mendiskriminasi 
kelompok orientasi seksual minoritas; pemilihan sanksi berupa pemutusan akses 
yang diterapkan Kominfo terhadap PSE yang tidak mendaftar dinilai berpotensi 
merugikan masyarakat yang bekerja pada sektor digital; dan pemerintah dalam 
menerapkan peraturan menurut Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tidak 
merugikan pihak lain. 
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